Analisis Yuridis Status Hukum Anak dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan by Jasmin, Suriah Pebriyani
Jurnal Hukum Keluarga Islam   Vol. III  |  No. 1 
 
ANALISIS YURIDIS STATUS HUKUM ANAK DARI 
PERKAWINAN SEDARAH DAN SESUSUAN 
Oleh: Suriah Pebriyani Jasmin 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 
Email : ny.abdy@gmail.com 
 
Abstract 
Juridical Analysis of Legal 
Status of Children Status Law from 
incestuous marriage and milk sibling 
marriage, the hypothesis is discussed in 
this thesis is how the law status of child 
who was born from the incestuous 
marriage and milk sibling marriage and 
how about the law protecting of child 
who was born from the incestuous and 
milk sibling marriage.  
The status of child  law from 
incestuous marriage and milk sibling 
marriage will be legitimate child and 
illegitimate child. If theparents marriage 
is not known before to have a relation 
that cause a forbidden marriage. It means 
the child status from that marriage is 
legal because the marriage is legal, 
although it will be known as forbidden 
marriage next time. But, if the marriage 
is done intentionally. So the status of 
child from the incestuous marriage and 
milk sibling marriage become 
illegitimate child (child of out marriage). 
The law protecting for the child who was 
born from the incestuous marriage and 
milk sibling marriage is same with the 
child who was born from legitimate 
marriage generally.  If the status is as 
illegitimate child, so the are specific 
rights that the child can not get, such as 
heir right and guardianship rights from 
her father. But, other rights have to be 
fulfilled and protected for child 
prosperity. 
Kata Kunci: Hukum Anak, Sedarah, 
Sesusuan 
Latar Belakang 
Perkawinan merupakan masalah 
yang esensial bagi kehidupan manusia, 
karena disamping perkawinan sebagai 
sarana untuk membentuk keluarga, 
perkawinan tidak hanya mengandung 
unsur hubungan manusia dengan 
manusia tetapi juga menyangkut 
hubungan keperdataan, perkawinan juga 
memuat unsur sakralitas yaitu hubungan 
manusia dengan Tuhan-Nya. (Wasman 
dan Nuroniyah, 2011:29)  Oleh karena 
itu, dalam peristiwa perkawinan 
diperlukan norma hukum dan tata tertib 
yang mengaturnya. Penerapan norma 
hukum dalam peristiwa perkawinan 
terutama diperlukan dalam rangka 
mengatur hak, kewajiban dan tanggung 
jawab masing-masing anggota keluarga, 
guna membentuk rumah tangga yang 
bahagia dan sejahtera.  
Pada Pasal 1 Undang-Undang 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
dijelaskan bahwa perkawinan  ialah 
ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami 
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istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 
(Republik Indonesia, 2000:14) 
Pengertian dan tujuan perkawinan juga 
terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 
Kompilasi Hukum Islam  (INPRES No.1 
Tahun 1991) yang menyebutkan bahwa 
perkawinan menurut hukum Islam 
adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat untuk mentaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah. (Departemen Agama RI, 2000: 
14) 
Suatu perkawinan adalah sah 
menurut hukum agama maupun hukum 
negara bilamana dilakukan dengan 
memenuhi segala rukun dan syarat-
syarat, serta tidak melanggar larangan 
perkawinan. apabila terjadi perkawinan 
melanggar larangan perkawinan atau 
tidak memenuhi salah satu rukun dan 
syarat-syarat perkawinan, maka 
perkawinan tersebut menjadi tidak sah 
dan batal demi hukum. Rukun dan syarat 
perkawinan seperti yang terdapat dalam 
Bab IV Pasal 14 Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) yaitu untuk melaksanakan 
perkawinan harus ada calon suami, calon 
istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab 
dan kabul. Sedangkan yang dimaksud 
dengan larangan perkawinan adalah 
segala hal yang menghalangi 
terlaksananya perkawinan misalnya 
orang-orang yang tidak boleh melakukan 
perkawinan, perempuan-perempuan 
yang tidak boleh dinikahi oleh seorang 
laki-laki dan laki-laki mana saja yang 
tidak boleh menikahi seorang 
perempuan.  
Seiring perkembangan peradaban 
manusia yang semakin maju, masalah 
yang sering timbul dalam bidang hukum 
keluarga pun ikut berkembang, tidak 
terkecuali masalah perkawinan. 
Meskipun hukum agama dan hukum 
negara yang ada di Indonesia telah 
mengatur sedemikian rupa tentang tata 
cara perkawinan sehingga akibat-akibat 
yang timbul dari ikatan perkawinan 
dapat diakui dihadapan hukum, nyatanya 
masih banyak penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi di 
masyarakat. Salah satunya adalah 
perkawinan sedarah dan sesusuan, 
dengan kata lain menikahi wanita yang 
tergolong muhrim dan dilarang untuk 
dinikahi.  
Perkawinan sedarah dan sesusuan 
termasuk dalam kategori perkawinan 
yang diharamkan dan berimplikasi pada 
pembatalan perkawinan. Sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 70 point d 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
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menyebutkan bahwa salah satu 
perkawinan batal demi hukum ialah 
perkawinan yang sedarah dan sesusuan”. 
Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
bahwa perkawinan dilarang antara dua 
orang yang memiliki hubungan darah, 
(baik dalam garis keturunan lurus ke 
bawah atau ke atas, maupun garis 
keturunan menyamping), hubungan 
sesusuan, dan hubungan semenda.  
Berdasarkan aturan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa perkawinan sedarah 
dan sesusuan yang merupakan 
perkawinaan yang terlarang dan 
berimplikasi pada pembatalan 
perkawinan. Perkawinan tersebut batal 
demi hukum. Namun tentunya untuk 
mendapatkan legalitas hukum maka 
pembatalan perkawinan harus dilakukan 
di depan sidang pengadilan. Maka 
timbul pertanyaan, bagaimana dengan 
status hukum anak dari perkawinan 
sedarah dan sesusuan dan bagaimana 
pula perlindungan hukum anak dari 
perkawinan tersebut. Terkait dengan 
hak-hak anak, apakah sama dengan hak-
hak anak lain yang status perkawinan 
orang tuanya sah tanpa ada unsur 
pelanggaran, serta bagaimana hak-hak 
anak yang harus diperoleh sebagaimana 
mestinya. Termasuk dengan hak anak 
sebagai warga negara yaitu mengenai 
identitas dirinya (akta kelahiran) dan 
identitas kewarganegaraannya. 
Status Hukum Anak dari Perkawinan 
Sedarah dan Sesusuan ditinjau dari 
Perspektif Hukum Islam 
Anak dalam Islam diartikan walad 
yang berarti keturunan yang kedua, 
orang yang lahir dari lahir seorang ibu, 
baik laki-laki maupun perempuan 
sebagai hasil persetubuhan antara dua 
lawan jenis. (Perpustakaan Nasional RI, 
1996:112) Dari defenisi di atas, maka 
pada dasarnya anak hanya dinisbatkan 
pada kelahiran dan posisinya sebagai 
laki-laki dan perempuan. Dalam Al-
Qur’an terdapat beberapa kata yang 
bermakna anak, baik anak kandung 
maupun anak tiri dan anak angkat. Kata 
anak kandung yang terdapat pada Al-
Qur’an mengacu pada konteks kelahiran 
anak yang dilahirkan akibat 
percampuran antara lawan jenis secara 
sah. Sedangkan kata anak tiri dan anak 
angkat tidak berkaitan dengan kelahiran 
yang diakibatkan oleh hubungan kedua 
pihak. Namun berasal dari salah satu 
pihak akibat hubungan dengan pihak lain 
secara sah di masa lampau.  
Dalam Islam ada dua kategori 
status keabsahan seorang anak, yaitu 
anak sah dan anak tidak sah (anak di luar 
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kawin). Status anak dapat dikatakan sah 
memiliki hubungan nasab dengan 
ayahnya jika terlahir dari perkawinan 
yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di 
luar perkawinan yang sah, tidak dapat 
disebut dengan anak sah, namun disebut 
dengan anak luar kawin atau anak zina 
dan hanya memiliki hubungan nasab 
dengan ibunya. 
Permasalahan mengenai kejelasan 
status seorang anak ialah nasab kepada 
ayahnya, sebab dengan kejelasan nasab 
kepada ayah kandungnya maka status 
keabsahan seorang anak dapat dikatakan 
sebagai anak sah atau tidak sah. Dengan 
kata lain bahwa nasab anak kepada 
ibunya tidak memilki peranan penting 
dalam hal kejelasan status keabsahan 
seorang anak. Dipahami bahwa nasab 
anak kepada ibunya dapat terjadi melalui 
perkawinan yang sah dan perzinaan 
Dalam perspektif Islam, nasab 
anak terhadap ayah dapat terjadi dengan 
beberapa sebab, di antaranya:  
a. Perkawinan yang sah.  
Para ulama fiqh sepakat bahwa 
anak yang lahir dari seorang wanita 
dalam suatu perkawinan yang sah, dapat 
dinasabkan kepada suami wanita 
tersebut. (Irfan, 2013: 62). Hal ini 
sejalan dengan hadis Nabi saw,:  
ص ِ َّللَّا ُلْوُسَر ََّنأ َةَرْيَرُه يَِبأ ْنَع.م . اَرِفْلِل ُدَلَوْلا َلاَق
 ُر َ َْلا ِرِه اَ ْلِل َ ِ .(نلسه ها ر). 
Artinya:  Dari Abu Hurairah 
sesungguhnya Rasulullah saw, bersabda: 
anak itu bagi yang memiliki tempat tidur 
(bagi yang meniduri istri) dan bagi 
pezina hanya berhak mendapatkan batu 
hukuman”. (HR Muslim). 
Hadis di atas menegaskan bahwa 
anak yang lahir dalam perkawinan yang 
sah dinasabkan kepada ayah 
kandungnya, sedangkan anak yang lahir 
di luar perkawinan (zina) tidak mendapat 
nasab kepada ayahnya, namun 
dinasabkan kepada ibunya, Hal ini 
sebagai hukuman bagi pezina dan karena 
nasab merupakan nikmat dan karunia 
besar dari Allah swt, sehingga hal ini 
tidak berlaku bagi pezina yang 
melanggar aturan Allah swt.  
Dipahami bahwa status anak yang 
lahir dari suatu perkawinan ialah sah dan 
dinasabkan kepada ayah kandungnya 
dengan syarat terjadinya akad nikah 
yang sah, meskipun tidak terjadi 
pertemuan atau kontak seksual secara 
fisik, aktual dan nyata. Sebab yang 
menjadi dasar penetapan nasab ialah 
akad nikah. Berkaitan dengan hal 
tersebut, maka anak yang dilahirkan 
melalui proses bayi tabung dapat 
dikatakan sebagai anak sah sepanjang 
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sperma dan ovum tersebut berasal dari 
pasangan suami istri, baik dengan cara 
mengambil sperma suami kemudian 
disuntikkan ke dalam vagina istri, uterus 
istri, maupun dengan cara 
pembuahannya di luar rahim, kemudian 
buahnya ditanam di rahim istri. Selain 
itu, laki-laki yang menjadi suami 
menurut ilmu kedokteran mampu 
memberikan keturunan, dan masa waktu 
kelahiran anak tersebut tidak mengalami 
keganjalan menurut ilmu kedokteran. 
Dengan demikian, penentuan 
nasab dengan metode perkiraan sulit 
diterima oleh akal dapat menyebabkan 
kehamilan. Sebab menurut konteks 
keilmuan yang berkaitan dengan proses 
kehamilan, kehamilan alami hanya dapat 
terjadi apabila terjadinya pertemuan, 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung, maksudnya  bahwa 
bertemunya sperma dan ovum  seorang 
laki-laki dan seorang wanita, yang 
dibenihkan oleh keduanya, baik di dalam 
rahim, maupun di luar rahim seorang 
wanita.  
b. Perkawinan Fasid 
Perkawinan fasid ialah perkawinan 
yang dilangsungkan dalam keadaan 
kekurangan syarat, baik keseluruhan 
maupun sebagian. Seperti nikah tanpa 
wali atau wali.  
Ada beberapa kriteria perkawinan 
yang termasuk dalam perkawinan fasid, 
antara lain:  
a. Nikah tanpa saksi;  
b. Nikah mut’ah (mazhab Hanafi, 
Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) 
c. Nikah dengan cara menghimpun lima 
wanita dalam satu akad (mazhab 
Hanafi dan Maliki) 
d. Nikah dengan cara menghimpun 
seorang wanita dengan saudara 
kandung atau bibinya (mazhab Hanafi 
dan Maliki) 
e. Nikah dengan wanita yang masih 
bersuami (mazhab Hanafi dan Syafi’i) 
f. Nikah dengan salah seorang mahram-
nya, dengan sebab tidak mengetahui 
tentang larangan kawin dengan 
mahram. (mazhab Hanafi dan Maliki) 
g. Nikah syigar. (mazhab Syafi’i dan 
Hanbali) 
h. Nikah dengan wanita yang masih 
dalam masa iddah. (mazhab Maliki 
dan Syafi’i) 
i. Nikah muhalill. (mazhab Hanbali) 
j. Nikah dengan orang yang sedang 
berihram. (mazhab Syafi’i) 
k. Nikah dengan wanita penyembah 
berhala dan wanita yang berpindah-
pindah agama. (mazhab Syafi’i) 
l. Nikah syigar (mazhab Hanbali)  
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Dalam hal penentuan nasab dalam 
perkawinan fasid, ulama fikih 
mengemukakan tiga syarat yang harus 
terpenuhi, antara lain:  a) Suami 
mempunyai kemampuan membuat 
istrinya hamil, dalam hal ini seorang 
yang baligh dan tidak mempunyai 
penyakit yang dapat menyebabkan 
istrinya tidak dapat hamil; b) Hubungan 
badan benar-benar terjadi dan dilakukan 
oleh kedua pihak; c) Anak yang 
dilahirkan dalam waktu enam bulan atau 
lebih setelah terjadinya akad nikah fasid 
dan setalah melakukan hubungan 
senggama. Apabila anak tersebut lahir 
dalam waktu sebelum enam bulan 
setelah akad nikah atau melakukan 
hubungan senggama, maka anak itu 
tidak dapat dinasabkan kepada suami 
wanita tersebut. Apabila anak tersebut 
lahir setelah melakukan hubungan 
senggama dan berpisah, dan anak lahir 
sebelum masa maksimal kehamilan, 
maka anak tersebut dinasabkan kepada 
suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran 
anak tersebut melebihi masa maksimal 
kehamilan, maka anak tersebut tidak 
dapat dinasabkan kepada suaminya. 
Dengan memperhatikan penjelasan 
di atas, dapat dipahami bahwa meskipun 
para ulama mazhab tidak berada dalam 
satu kesepakatan dalam 
mengklasifikasikan nikah fasid, sebab 
suatu perkawinan yang dinilai fasid 
dalam suatu mazhab, belum tentu dinilai 
fasid oleh mazhab lainnya. Akan tetapi, 
para ulama sepakat bahwa hubungan 
badan yang dilakukan dalam perkawinan 
fasid merupakan salah satu penyebab 
timbulnya nasab anak dengan ayah 
kandungnya, Dengan demikian bahwa 
penetapan nasab anak yang lahir dari 
perkawinan yang fasid sama dengan 
penetapan nasab dalam perkawinan yang 
sah, apabila terpenuhinya syarat-syarat 
yang telah ditentukan.  
c. Hubungan badan secara syubhat 
Secara bahasa syubhat berarti 
keraguan-keraguan atau ketidakjelasan 
hukum tentang sesuatu, tidak terang 
antara halal dan haramnya sesuatu. 
Dalam kaitannya dengan kajian hukum, 
kata syubhat diinterpretasikan sebagai 
suatu situasi dan kondisi adanya 
ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa 
hukum, sebab ketentuan hukumnya tidak 
dapat diketahui secara pasti antara halal 
dan haram.  
Dengan demikian hubungan badan 
secara syubhat ialah hubungan yang 
terjadi bukan dalam perkawinan sah atau 
fasid, bukan pula dari perbuatan zina. 
Hubungan tersebut terjadi akibat 
ketidaktahuan atau kesalahpahaman. 
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Contohnya orang yang melakukan 
hubungan badan dengan istri di masa 
iddah talak tiganya, sebab yakin hal itu 
dihalalkan. (Departemen Pendidikan, 
2002: 1115) Keyakinan dihalalkannya 
hubungan badan dengan istri di masa 
iddah talak tiganya adalah wajar, sebab 
ia yakin bahwa wanita tersebut masih 
istri sahnya, akan tetapi hal itu 
diharamkan oleh syariat. Sebagaimana 
dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2:230: 
                
                     
                 
               
 
Terjemahnya: Kemudian jika si suami 
mentalaknya (sesudah talak yang kedua), 
Maka perempuan itu tidak lagi halal 
baginya hingga dia kawin dengan suami 
yang lain. Kemudian jika suami yang 
lain itu menceraikannya, Maka tidak ada 
dosa bagi keduanya (bekas suami 
pertama dan istri) untuk kawin kembali 
jika keduanya berpendapat akan dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah. 
Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-
Nya kepada kaum yang (mau) 
Mengetahui”. 
 
Unsur syubhat yang terletak pada 
status hukum melakukan hubungan 
badan dengan istri di masa iddah talak 
tiga ialah keyakinan pelaku tentang 
kebolehan melakukan hubungan badan 
dengan istri di masa iddah talak tiga 
tersebut serta ketidaktahuan pelaku akan 
keharaman tersebut. Unsur syubhat 
tersebut terkait dengan salah satu kaidah 
fikih yang berbunyi “ كشل اب ل زي لا نيقيلا” 
bahwa sesuatu yang meyakinkan tidak 
dapat hilang hanya dengan keraguan.  
Dalam kasus ini, apabila wanita 
tersebut (istri di masa iddah talak tiga) 
melahirkan enam bulan atau lebih 
setelah terjadinya kontak seksual, maka 
anak yang lahir tersebut dinasabkan 
kepada laki-laki (suami yang menalak 
tiga istrinya, namun masih dalam masa 
iddah) yang menyetubuhi istrinya. 
Namun apabila anak tersebut lahir 
melebihi masa kehamilan, maka anak 
tersebut tidak dapat dinasabkan kepada 
laki-laki tersebut. Sebab sangat 
memungkinkan bahwa wanita tersebut 
telah hamil ketika melakukan hubungan 
seksual dengan laki-laki lain, kecuali 
jika laki-laki tersebut mengakui bahwa 
anak tersebut adalah anak kandungnya. 
Ada beberapa hal yang harus 
menjadi perhatian sebelum penetapan 
nasab seorang anak, yaitu perlu 
penelusuran terlebih dahulu seperti 
keadaan kesehatan laki-laki yang 
menjadi suami (mampu memberikan 
keturunan) dan tentunya terjadi kontak 
seksual setelah terjadinya akad nikah, 
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baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Maksudnya telah terjadi 
pertemuan antara sperma dan sel telur 
pasangan suami istri tersebut baik di 
dalam maupun di luar rahim, serta 
kelahiran anak tersebut tidak mengalami 
keganjalan menurut ilmu kedokteran. 
Apabila ketentuan-ketentuan tersebut 
terpenuhi, maka selanjutnya melihat 
status perkawinan orang tuanya.  
Dengan demikian bahwa status 
hukum seorang anak dapat dikatakan sah 
apabila memiliki hubungan nasab 
dengan ayahnya dan terlahir dari 
perkawinan yang sah. Sedangkan yang 
berkaitan dengan anak luar kawin yang 
terjadi dalam perzinaan tidak dapat 
dianggap sebagai faktor terbentuknya 
nasab seorang anak kepada ayahnya. 
Sebab dalam hal nasab, yang menjadi 
dasar penetapannya ialah akad nikah 
yang dilakukan.  
Dengan melihat dan menganalisis 
penetapan nasab anak kepada ayahnya. 
Ulama fikih berpandangan bahwa 
perkawinan sedarah dan sesusuan 
seyogyanya merupakan perkawinan yang 
terlarang dan bahkan diharamkan oleh 
syariat, dan akan batal dengan sendirinya 
jika dilaksanakan, sehingga diperlukan 
pencegahan terlebih dahulu sebelum 
perkawinan tersebut terlaksana. 
Mengenai anak yang lahir dari 
perkawinan tersebut, jika melihat dari 
sudut pandang keharaman perkawinan 
tersebut, maka anak yang dilahirkan 
akan berstatus anak yang tidak sah, 
sebab terlahir dari perkawinan yang 
tidak sah dan bahkan perkawinan 
terlarang. 
Hal berbeda dapat terjadi jika 
perkawinan sedarah dan sesusuan 
tersebut  terlaksana tanpa adanya 
ketidaktahuan pihak-pihak yang terkait 
mengenai adanya hubungan mahram di 
antara kedua pihak, maka status anak 
dapat menjadi sah. Selain itu,  dapat pula 
dihubungkan dengan perkawinan fasid 
dan hubungan secara syubhat yang telah 
diuraikan sebelumnya, bahwa salah satu 
perkawinan fasid menurut klasifikasi 
kalangan mazhab Hanafi dan Maliki 
adalah perkawinan dengan mahram dan 
mengenai status anak dari perkawinan 
tersebut dinyatakan sah dan memiliki 
hubungan nasab dengan ayahnya. Hal ini 
didasarkan pada kesepakatan para ulama 
fikih bahwa penetapan nasab anak yang 
lahir dari perkawinan yang fasid sama 
dengan penetapan nasab dalam 
perkawinan yang sah, meskipun para 
ulama berbeda-beda dalam 
mengklasifikasikan perkawinan fasid 
apabila terpenuhinya syarat-syarat, 
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seperti suami secara medis mampu 
menghasilkan benih sehingga dapat 
menyebabkan kehamilan pada istrinya, 
hubungan badan benar terjadi dan 
dilakukan oleh pasangan suami istri 
tersebut, dan anak tersebut lahir dalam 
waktu enam bulan atau lebih setelah 
terjadinya perkawinan fasid (Mazhab 
Syafi’i) atau sejak terjadinya hubungan 
badan (Mazhab Hanafi), dengan catatan 
bahwa dalam perkawinan tersebut 
adanya unsur ketidaktahuan tentang 
larangan perkawinan dengan mahram. 
Mengenai hubungan secara 
syubhat, dalam permasalahan 
perkawinan sedarah dan sesusuan yang 
dibahas ialah perkawinan yang 
terlaksana disertai adanya ketidaktahuan 
kedua pihak atas hubungan mahram 
yang mereka miliki, serta ketidaktahuan 
akan keharaman perkawinan dengan 
mahram. Unsur syubhat dalam hal ini 
ialah ketidaktahuannya akan hubungan 
mahram tersebut, dan keharaman 
perkawinan tersebut, sehingga anak yang 
lahir dari perkawinan tersebut dapat 
dikatakan sah dan memiliki hubungan 
nasab dengan ayahnya. Dengan 
demikian dipahami bahwa dalam 
perkawinan fasid dan hubungan badan 
secara syubhat dalam permasalahan 
perkawinan sedarah dan sesusuan 
memiliki persamaan dalam penentuan 
nasabnya, yaitu karena adanya unsur 
ketidaktahuan akan hubungan mahram 
atau ketidaktahuan akan larangan kawin 
dengan mahram, sehingga anak yang 
dilahirkan dari hubungan tersebut 
dikatakan sebagai anak sah. Argumen ini 
didasarkan pada firman Allah swt, QS. 
al-ahzab/33: 5:  
               
               
   
Terjemahnya: dan tidak ada dosa atasmu 
terhadap apa yang kamu khilaf padanya, 
tetapi (yang ada dosanya) apa yang 
disengaja oleh hatimu dan adalah Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
(Departemen Agama, 2002: 667) 
Dengan demikian bahwa status 
hukum anak dari perkawinan sedarah 
dan sesusuan menurut perspektif Islam 
adalah anak sah, jika ia terlahir dari 
perkawinan orang tuanya yang semula 
sah menurut agama, meskipun 
dibelakangan hari diketahui bahwa 
perkawinan tersebut terjadi di antara 
mahram atau adanya hubungan mahram 
di antara kedua pihak, sehingga 
menyebabkan perkawinan tersebut batal 
demi hukum. 
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Status Hukum Anak dari Perkawinan 
Sedarah dan Sesusuan ditinjau dari 
Perspektif Peraturan Perundang-
Undangan 
Dalam Pasal 1 point a Undang-
Undang Perlindungan Anak No. 35 
Tahun 2014 disebutkan bahwa anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. Ketentuan 
tersebut menerangkan bahwa anak yang 
masih dalam kandungan pun 
dikategorikan anak sampai dengan anak 
berusia 18 tahun.  
Dari pandangan sosial, menurut 
Haditono bahwa anak merupakan 
makhluk yang membutuhkan 
pemeliharaan kasih sayang dan tempat 
bagi perkembangannya. Selain itu, anak 
merupakan bagian keluarga dan keluarga 
memberi kesempatan bagi anak untuk 
belajar tingkah laku yang penting untuk 
perkembangan yang cukup baik dalam 
kehidupan bersama. Adapun secara 
biologis menurut Witanto bahwa anak 
merupakan hasil pertemuan sel telur 
perempuan yang disebut ovum dan 
spermatozoa dari laki-laki yang 
kemudian menjadi zygot, lalu tumbuh 
menjadi janin. Sehingga secara biologis 
tidak mungkin seorang anak lahirtanpa 
adanya kontribusi laki-laki dan 
perempuan. Tetapi hal ini berbeda dari 
sisi yuridis, seorang anak terkadang lahir 
tanpa keberadaan seorang ayah, hal ini 
dijelaskan dalam Undang-Undang 
Perkawinan bahwa suatu kelahiran tanpa 
disertai dengan adanya perkawinan yang 
sah, maka si anak hanya akan memiliki 
ibu sebagai orang tuanya, sehingga 
status dari anak tersebut disebut anak 
luar kawin.  (Witanto, 2012:7) 
Dalam Pasal 55 Undang-Undang 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
disebutkan bahwa asal usul anak hanya 
dapat dibuktikan dengan akte kelahiran 
yang autentik yang dikeluarkan oleh 
pejabat berwenang dan apabila akte 
kelahiran tersebut tidak ada, maka 
pengadilan dapat mengeluarkan 
penetapan tentang asal usul seorang anak 
setelah diadakan pemeriksaan yang teliti 
berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi 
syarat, kemudian dengan dasar 
penetapan tersebut, instansi terkait dapat 
mengeluarkan akte kelahiran anak yang 
bersangkutan.  
Dari aturan di atas, dipahami 
bahwa akta kelahiran seorang anak pada 
dasarnya didasarkan pada status orang 
tuanya, maksudnya bahwa laki-laki dan 
perempuan yang secara biologis 
merupakan orang tuanya telah terikat 
dalam suatu perkawinan atau tidak. Hal 
ini sejalan dengan penjelasan dalam 
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Pasal 42 dan 43 Undang-Undang 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 
99 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum 
Islam bahwa ada dua kategori 
kedudukan anak dalam hukum, yaitu 
anak sah dan anak luar kawin. Anak sah 
adalah anak yang dilahirkan dalam atau 
sebagai akibat perkawinan yang sah, 
sedangkan anak luar kawin adalah anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan dan 
hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya.  
Jadi dengan dasar tersebut, jika 
seorang anak secara hukum terlahir 
dalam atau sebagai akibat perkawinan 
yang sah, maka status anak tersebut 
merupakan anak sah dan dalam akte 
kelahirannya tercantum nama kedua 
orang tuanya, berbeda dengan anak yang 
terbukti secara hukum merupakan anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan, 
maka yang tercantum dalam akta 
kelahirannya hanya nama ibunya dan 
secara hukum hanya memiliki hubungan 
keperdataan dengan ibu dan keluarga 
ibunya. Dengan demikian, secara mutlak 
terputuslah hubungannya dengan laki-
laki yang secara biologis adalah 
ayahnya. 
Dengan demikian secara umum 
berdasarkan perundang-undangan, status 
hukum seorang anak sangat berkaitan 
dengan status perkawinan kedua orang 
tuanya, sebab berdasar dari status 
perkawinan kedua orang tuanya, maka 
status anak dapat menjadi sah dan tidak 
sah di mata hukum. Status hukum 
seorang anak yang lahir dari perkawinan 
yang sedarah dan sesusuan secara umum 
tidak sah, sebab kelahiran anak tersebut 
berdasar pada perkawinan yang tidak sah 
dan terlarang. Akan tetapi berbeda 
halnya jika perkawinan terlarang 
tersebut terlaksana tanpa mengetahui 
adanya hubungan sedarah dan sesusuan 
di antara kedua pihak, maka anak yang 
lahir dari perkawinan sedarah dan 
sesusuan yang diawali dengan 
ketidaktahuan hubungan mahram antara 
keduanya, maka status hukumnya 
menjadi sah, sebab pada dasarnya 
kelahiran anak tersebut berdasarkan 
perkawinan yang semula sah di mata 
agama dan hukum perundang-undangan. 
Meskipun dikemudian hari diketahui 
bahwa perkawinan kedua orang tuanya 
merupakan perkawinan yang tidak sah 
dan terlarang sebab hubungan darah dan 
sesusuan. Akan tetapi, status dari anak 
yang dilahirkan dalam perkawinan 
tersebut tetap dinyatakan sah.  
Perlindungan Hukum Anak dari 
Perkawinan Sedarah dan Sesusuan 
Pada dasarnya perlindungan 
hukum anak dalam Islam dan 
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perundang-undangan berorientasi pada 
pemenuhan akan hak-haknya sebagai 
anak yang sudah sepatutnya ia peroleh, 
seperti hak hidup, hak untuk tumbuh dan 
berkembang, hak atas identitas diri, hak 
mendapatkan pendidikan, pengajaran, 
pemeliharaan, hak mendapatkan kasih 
sayang dan pelayanan dan perlakuan 
yang adil, serta hak mendapatkan 
perlindungan dari tindakan diskriminasi.  
Perlindungan terhadap anak 
terkadang dikaitkan dengan kejelasan 
nasab atau identitas hukum seorang 
anak. Maksudnya bahwa apabila anak 
tersebut identitas hukumnya sebagai 
anak sah, maka secara langsung akan 
melahirkan kewajiban orang orang 
tuanya akan hak-hak anak tersebut dalam 
bentuk perlindungan. Akan tetapi apabila 
anak tersebut identitas hukumnya 
sebagai anak luar kawin, maka menurut 
peraturan perundang-undangan ada hak-
hak yang tidak dapat diperoleh oleh anak 
tersebut dari ayah biologisnya.  Identitas 
hukum seorang anak yang berkaitan 
dengan dua hal, seperti akta kelahiran 
dan status anak dari perkawinan yang 
tidak resmi yang secara langsung 
berpengaruh pada status keabsahan, 
status kewarisan, serta status wali nikah 
terhadap anak tersebut jika ia 
perempuan. Lahirnya kewajiban orang 
tua terhadap anak terkadang dikaitkan 
dengan status keabsahan/ identitas 
hukum anak tersebut. Apabila anak 
tersebut identitas hukumnya sebagai 
anak sah, maka secara langsung akan 
melahirkan hak dan kewajiban antara 
anak dan orang tuanya. Sebaliknya, 
apabila anak tersebut identitas 
hukumnya sebagai anak luar kawin, 
maka ada hak-hak umum seorang anak 
yang tidak dapat ia peroleh dari ayahnya, 
seperi hak waris dan hak mewali. Akan 
tetapi peneliti berpandangan lain bahwa 
perlindungan terhadap hak anak tidak 
seharusnya dikaitkan dengan identitas 
hukum seorang anak.  
Penyebutan anak itu lahir dari 
perkawinan yang sah atau tidak 
merupakan ketentuan yang berkaitan 
pada penyebutan nama ayahnya. Apabila 
anak tersebut lahir di luar perkawinan 
yang sah maka nama ayahnya tidak 
boleh dicantumkan pada akta kelahiran, 
kecuali jika ada bukti pengakuan anak 
sesuai dengan hukum yang berlaku.  
Apabila anak tersebut anak yang sah 
maka nama kedua orang tuanya 
tercantum dalam akta kelahiran, namun 
jika anak tersebut adalah anak tidak sah 
atau anak luar kawin, maka nama 
ayahnya tidak dapat dicantumkan pada 
akta kelahirannya. Dengan kata lain 
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bahwa dengan dinasabkannya seorang 
anak terhadap ayah kandungnya, maka 
secara langsung melahirkan hak dan 
kewajiban antara anak dan orang tuanya.  
Ada beberapa hal yang berkaitan 
dengan perlindungan terhadap hak-hak 
anak, yaitu:  
a. Perlindungan berupa kasih sayang  
Kasih sayang merupakan sifat 
dasar manusia untuk melindungi. Jika 
seseorang sayang pada sesuatu, maka ia 
akan berusaha sekuat tenaga untuk 
melindungi. Kasih sayang merupakan 
salah bentuk perlindungan terhadap 
anak, sebab anak berhak mendapat 
perhatian dan kasih sayang dari orang 
tuanya. Nabi saw, bersabda dalam hadis 
yang diriwayatkan Anas bin Malik: 
 َلاَق سٍكِلَه َنْب سٍ َ َأ ْنَع :ص ُيِبَّنلا َلاَق.م . َ ْيَل
اَ  َرْيِبَك ِّْرقَُوي َ اَ  َرْيِغَص ْنَحَْري ْنَل ْنَه اَّنِه  
 Artinya: Dari Anas bin Malik berkata 
bahwa Rasulullah saw, bersabda: “tidak 
termasuk golongan umatku mereka yang 
tua tidak menyayangi yang muda, dan 
mereka yang muda tidak menghormati 
yang tua”. (al-Suyuthiy, Juz 4: 311)   
Hadis di atas menerangkan bahwa 
Rasulullah saw, tidak menyukai orang-
orang yang tidak memiliki rasa kasih 
sayang terhadap sesama manusia. 
Seseorang yang tidak memiliki rasa 
kasih sayang terhadap anak-anak, 
terkadang bersifat kasar dan keras. 
Perlakuan kasar tidak boleh diterapkan 
terhadap anak-anak, sebab tindakan yang 
kasar akan menyebabkan gangguan 
mental pada tumbuh kembang anak, 
seperti kurangnya percaya diri, kurang 
bersemangat, cenderung bersikap kasar 
sebab selalu diperlakukan secara kasar 
sehingga pada akhirnya melakukan 
tindakan kriminal dan terjerumus dalam 
kebodohan.  Padahal seharusnya anak 
selalu membutuhkan perhatian, 
bimbingan, dan asuhan dengan cara yang 
bijak (ada kalanya dengan sikap tegas 
dan lembut), agar menjadi pribadi yang 
cerdas, sehingga tidak terjerumus dalam 
kebodohan dan kriminalitas.  
b. Perlakuan adil dalam segala hal 
Islam sangat tegas dan konsisten 
dalam menerangkan prinsip non 
diskriminasi terhadap anak. Perintah 
untuk berlaku adil  dan tidak membeda-
bedakan anak dijelaskan dalam firman 
Allah swt, QS. al-Maidah/5: 8:  
            
                  
                  
                   
Terjemahnya:   Hai orang-orang yang 
beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan 
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(kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak 
adil. berlaku adillah, Karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. dan 
bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan”. (Departemen 
Agama, 2002: 159) 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa 
sudah menjadi kewajiban bahkan 
tanggung jawab orang tua untuk berlaku 
adil terhadap anak-anak mereka. 
Perlakuan adil ini berlaku dalam segala 
hal, baik secara perlakuan, kasih sayang, 
dan adil dalam pemberian. Sebab 
berlaku adil salah satu cara memperkuat  
ketakwaan terhadap Allah swt. 
c. Perlindungan terhadap jaminan 
nafkah 
Salah satu kewajiban orang tua 
ialah memenuhi segala kebutuhan 
anaknya. Orang tua tidak boleh 
menelantarkan kebutuhan anaknya baik 
sandang maupun pangan. Sebagaimana 
dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 233:  
              
                    
                 
              
                    
               
                  
                      
                 
  
Terjemahnya:  Para ibu hendaklah 
menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. dan 
kewajiban ayah memberi makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara 
ma'ruf. seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya 
dan seorang ayah karena anaknya, dan 
warispun berkewajiban demikian. 
apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, Maka 
tidak ada dosa atas keduanya. dan jika 
kamu ingin anakmu disusukan oleh 
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 
apabila kamu memberikan pembayaran 
menurut yang patut, bertakwalah kamu 
kepada Allah dan Ketahuilah bahwa 
Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan”. (Departemen Agama, 
2002:57) 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa 
salah satu dari kewajiban orang tua ialah 
memenuhi kebutuhan anak-anaknya. 
Termasuk di dalamnya kebutuhan 
pangan, sandang, dan papan. Ayah 
mempunyai peranan dan tanggung jawab 
yang besar akan biaya hidup istri dan 
anaknya. Selain itu, kebutuhan anak 
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termasuk biaya pendidikan, kesehatan, 
dan biaya pemeliharaannya. Oleh karena 
itu pemberian nafkah kepada anak tidak 
hanya terbatas pada biaya makan dan 
tempat tinggal, akan tetapi termasuk pula 
kebutuhan pendidikannya.  
Dipahami bahwa dalam Islam, 
anak luar kawin tidak memiliki 
keterkaitan atau hubungan nasab dengan 
ayahnya, dengan kata lain bahwa tidak 
adanya kewajiban ayah terhadap hak-hak 
anak tersebut. Akan tetapi, peneliti 
berpandangan bahwa untuk 
kemashlahatan dan kesejahteraan si 
anak, orang tua biologis dari anak 
tersebut tetap mempunyai kewajiban 
akan pemenuhan hak-hak anaknya, 
meskipun secara hukum agama dan 
perundang-undangan tidak memiliki 
hubungan nasab atau keperdataan 
dengan ayahnya.  
Hal di atas berkaitan dengan fatwa 
MUI No. 11 Tahun 2012 tentang 
Kedudukan anak hasil zina dan 
perlakuan terhadapnya bahwa ada 
beberapa ketentuan yang ditetapkan 
MUI terkait dengan perlindungan hukum 
anak, yaitu: 1) Pemerintah wajib 
melindungi anak hasil zina dan 
mencegah terjadinya penelantaran, 
terutama memberikan hukuman kepada 
laki-laki yang menyebabkan 
kelahirannya untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya dan memberikan 
harta setelah ia meninggal melalui 
wasiat wajibah. 2) Pemerintah diminta 
untuk memberikan kemudahan layanan 
akta kelahiran kepada anak hasil zina, 
tetapi tidak menasabkannya kepada laki-
laki yang mengakibatkan kelahirannya. 
3) Pemerintah wajib mengedukasi 
masyarakat untuk tidak mendiskriminasi 
anak hasil zina dengan mem-
perlakukannya seperti anak-anak lain. 
Fatwa MUI tersebut di atas 
merupakan bentuk perlindungan hukum 
anak yang lahir di luar perkawinan, 
sebab pada dasarnya setiap anak yang 
lahir mempunyai hak-hak sebagaimana 
hak-haknya sebagai manusia, dan setiap 
anak yang lahir tidak boleh menanggung 
akibat dari perbuatan orang tuanya. 
Fatwa MUI di atas mengisyaratkan 
bahwa meskipun anak luar nikah tidak 
memiliki hubungan nasab dengan ayah 
biologisnya, akan tetapi pemerintah 
wajib memberikan hukuman bagi ayah 
biologis anak tersebut untuk memenuhi 
hak-hak anaknya sebagaimana halnya 
dengan anak yang lain. Meskipun ada 
hal-hal lain yang tidak dapat 
dihubungkan dengan anak tersebut, 
seperti hak waris dan hak menjadi wali 
jika anak tersebut perempuan.  
36  |  Suriah    
 
AL-RISALAH  |  Januari – Juni 2017 
Dari uraian di atas, dipahami 
bahwa perlindungan hukum terhadap 
anak yang lahir dari perkawinan sedarah 
dan sesusuan tersebut sama halnya 
dengan perlindungan hukum bagi anak-
anak yang lahir dalam perkawinan yang 
sah. Hak-haknya sebagai seorang anak 
tetap terpenuhi sebagaimana yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal tersebut 
didasarkan pada permasalahan awal 
bahwa perkawinan yang terjadi dianggap 
sah sebab pada saat berlangsungnya 
perkawinan tersebut kedua belah pihak 
tidak mengetahui adanya hubungan 
darah atau sesusuan di antara keduanya 
yang menyebabkan larangan kawin antar 
keduanya. Sehingga akibat hukum yang 
ditimbulkan dari perkawinan tersebut 
dianggap sah sebagaimana status 
perkawinan pada awalnya. Meskipun 
dikemudian hari diketahui bahwa adanya 
hubungan mahram yang menyebabkan 
larangan kawin antara kedua pihak.  
Namun, apabila anak yang lahir 
dari perkawinan terlarang yang 
dilakukan secara sengaja, maka status 
anak tersebut disebut anak luar kawin. 
Meskipun anak tersebut merupakan anak 
luar kawin, akan tetapi perlu 
perlindungan khusus terhadap anak 
tersebut, sebab anak tersebut pada 
dasarnya mempunyai hak sebagai anak 
dari kedua orang tuanya meskipun 
perkawinan orang tuanya tidak diakui 
secara agama dan perundang-undangan, 
serta memiliki hak sebagai manusia yang 
berhak ia peroleh dari lingkungannya. 
Terkait dengan anak luar kawin 
dan Putusan MK, menurut peneliti 
bahwa putusan tersebut seharusnya tidak 
menasabkan anak luar nikah dengan 
ayah dan keluarga biologisnya, akan 
tetapi memberikan perlindungan hukum 
kepada hak-hak anak, seperti hak untuk 
mendapatkan pemeliharaan dari orang 
tuanya, hak untuk mendapatkan 
pendidikan dan pengajaran, dan 
mendapatkan biaya hidup dari orang tua 
biologisnya meskipun secara hukum 
tidak dapat dinasabkan kepada ayah 
biologisnya sebab ia lahir di luar 
perkawinan.  
Penutup 
Perkawinan sedarah dan sesusuan 
merupakan salah satu dari perkawinan 
yang dilarang dan berimplikasi pada 
perkawinan yang tidak sah dan batal 
demi hukum. Akan tetapi, status anak 
dari perkawinan sedarah dan sesusuan 
dapat menjadi sah apabila kedua belah 
pihak (suami-istri) yang melangsungkan 
perkawinan sejak awal tidak mengetahui 
adanya hubungan mahram di antara 
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keduanya, kemudian dari perkawinan 
tersebut terlahir seorang anak. Maka 
status anak dari perkawinan sedarah dan 
sesusuan dianggap sah.  
Perlindungan hukum anak 
berorientasi pada pemenuhan hak-hak 
anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh 
berkembang, mendapatkan pendidikan 
dan pengajaran, berhak atas identitas 
dirinya dan kewarganegarannya, berhak 
atas perlakuan adil dan persamaan 
derajat, berhak mendapatkan pelayanan 
kesehatan dan kesejahteraan. Pemenuhan 
akan hak-hak anak tidak selamanya 
harus dikaitkan dengan status keabsahan 
atau identitas hukum seorang anak. 
Perlindungan anak yang lahir dari 
perkawinan sedarah dan sesusuan, sama 
halnya dengan perlindungan hukum anak 
yang lainnya, yang lahir dari perkawinan 
yang sah pada umumnya.  
Selain itu,  perlindungan hukum 
terhadap anak tidak harus dikaitkan 
dengan identitas hukum/hubungan nasab 
dengan orang tua biologisnya. Sebab ada 
ketentuan umum yang tidak dapat diubah 
mengenai keabsahan anak. Maksudnya 
bahwa meskipun status keabsahan 
seorang anak dikatakan sebagai anak 
luar kawin dan hanya memiliki 
hubungan nasab dengan ibu dan keluarga 
ibunya, akan tetapi sebagai seorang anak 
yang lahir dari percampuran seorang 
laki-laki dan perempuan, ia mempunyai 
hak-hak yang harus dilindungi dan 
sepatutnya ia peroleh. Namun, tidak 
semua hak anak yang status 
keabsahannya sah harus dilekatkan pada 
anak yang status keabsahannya sebagai 
anak luar kawin. Akan tetapi secara 
umum, hak-haknya sebagai anak dan 
sebagai manusia terpenuhi demi untuk 
memperoleh kesejahteraan dan 
kemashlahatan, seperti hak mendapatkan 
pemeliharaan, pendidikan, hak 
memperoleh kasih sayang, perlakuan 
adil, dan jaminan nafkah dari orang 
tuanya.  
Seyogyanya diadakan penelusuran 
secara mendalam status pihak-pihak 
yang akan melangsungkan perkawinan, 
agar diketahui dengan jelas bahwa kedua 
pihak sejak awal tidak terdapat halangan 
untuk melakukan perkawinan, sehingga 
perkawinan yang terjadi merupakan 
perkawinan yang sah dan segala akibat 
dari perkawinan tersebut juga sah. Jika 
terjadi perkawinan yang terlarang, 
namun sebelumnya tidak mengetahui 
adanya halangan perkawinan antara 
kedua pihak, maka perlu diadakan 
penelurusan dengan cermat mengenai 
kelanjutan dan akibat dari status 
perkawinan tersebut khususnya 
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mengenai anak. Seyogyanya hak-hak 
anak tetap harus terlindungi 
sebagaimana mestinya, baik menurut 
hukum agama maupun perundang-
undangan, sekalipun anak tersebut 
terlahir dari perkawinan sedarah dan 
sesusuan.  
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Republik Indonesia. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum 
Islam. Jakarta:, t.tp, 2000 
---------------. Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan 
Khusus Untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri 
Sipil. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2000 
al-Naisaburi, Abi al- Husyain Muslim bin Hajjaj al- Qusyairi. Shahih Muslim Juz 1, 
Bandung: Dahlan,t.th 
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI, 
1971 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. II; 
Edisi Ketiga; Jakarta: Balai Pustaka, 2002 
DY Witanto. Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Cet.I ; Jakarta: 
Prestasi Pustaka Publisher, 2012) 
Haditono,”Pengertian Anak tinjauan secara kronologis dan psikologis, dalam 
Http://duniapsikologi.dagdigdug.com, 25 September 2016 
Irfan, Nurul. Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013 
Jalaluddin al-Suyuthiy, Al Hafiz. Sunan al-Nasaiy bi Syarh Jalaluddin al-Suyuthiy Juz 
4. Beirut: Dar al-Jiil, t.th 
M.Fauzan, Andi Syamsu Alam. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Cet. I; 
Jakarta: Kencana, 2008 
Perpustakaan Nasional RI. Ensiklopedia Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru 
Van Hoeve, 1996 
Republik Indonesia. Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Cet. I; t.tp: Wacana 
Intelektual, 2014 
Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Cet.II; Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2015 
Wardah Nuroniyah, Wasman. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan 
Fiqh dan Hukum Positif. Cet. I; Yogyakarta: CV. CITRA UTAMA, 2011 
